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Sekapur Sirih
Wakil Ketua DPR RI
Bidang Politik dan Keamanan

Assalamualaikum Wr. Wh.

Bulan Desember 2015 ini menjadi bulan yang bersejarah bagi ASEAN.
Pengejawantahan visi One Nation, One Identity, One Community menjadi semakin
nyata di akhir tahun ini dengan terealisasinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dengan kekuatan gabungan PDB mencapai 2,3 triliun dolar AS di tahun 2013,
maka ASEAN merupakan ekonomi terbesar ketiga di Asia setelah Jepang dan
Tiongkok. Diprediksi PDB ASEAN tersebut akan tumbuh melampaui 3 triliun
dolar ditahun 2016, menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi yang semakin
diperhitungkan.

MEA merupakan cita-cita kolektif yang tercantum dalam visi 2020. Mengingat
peluang yang dimiliki ASEAN, maka tidak dipungkiri ada banyak justifikasi untuk
menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi bersama. Namun
demikian dalam pelaksanaannya, negara-negara anggota tetap harus berpegang
teguh pada prinsip open market, outward looking, dan market driven economy
sebagaimana digarisbawahi dalam visi 2020.

Indonesia memiliki komitmen kuat untuk meleburkan diri dalam satu komunitas
ASEAN. Sebagai negara yang sangat diperhitungkan di kawasan, negara-
negara anggota ASEAN segan pada kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Selain
itu ASEAN merupakan cornerstone dari politik luar negeri Indonesia di Asia
Tenggara. Di bawah kepemimpinan Indonesia pula, MEA yang implementasinya
semula dijadwalkan bersamaan dengan dua pilar Masyarakat ASEAN lainnya,
Masyarakat Politik Keamanan dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, dimajukan
lebih awal menjadi 2015.

Dalam Siaran Pers setelah menghadiri Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi
ASEAN Ke-13 di Kuala Lumpur, Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa
sampai kwartal pertama tahun 2015 Indonesia telah mencapailebih dari 90 persen
implementasi AEC Blueprint sebagaimana terindikasi dalam ASEAN Economic
Community Scorecard.

Hal ini semakin menegaskan keoptimisan pemerintah akan kesiapan Indonesia
dalam menuju MEA di akhir tahun 2015. Dalam berbagai rapat antara pemerintah
dan DPR RI, terdapat kesan bahwa pemerintah telah siap untuk mengikatkan diri
dalam pasar bersama yang ditandai aliran perdagangan barang, jasa, tenaga
kerja dan modal.

Tetapi apakah rasa percaya diri di level elit tersebut paralel dengan optimisme
masyarakat di arus bawah? Dengan demikian menjadi tugas anggota DPR RI
untuk mencari fakta di lapangan. Karakteristik anggota parlemen yang mampu
melebur ke semua kalangan membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku
kepentingan terutama masyarakat yang menjadi konstituen di daerah pemilihan
masing-masing. Hasil dialog tersebut kemudian di cross-check dengan hasil
pembahasan-pembahasan dengan mitra kerja di ruang-ruang rapat kerja
di Senayan.

Oleh karena itu saya menyambut baik pembentukan Panja Kerja Sama Antar
Parlemen Dalam Menghadapi Komunitas ASEAN 2015 di bawah koordinasi Badan



Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. Panja yang terdiri dari anggota DPR Rl lintas
fraksi lintas komisi memiliki peluang untuk melakukan fungsi pengawasan melalui
eksplorasi isu-isu spesifik seperti MEA ini.

Panja inimemiliki keunikan pula karena sebagai ujungtombak diplomasi parlemen,
BKSAP dapat menelaah implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dari
perspektif kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan organisasi-organisasi
parlemen regional dan internasional. Memastikan kesepakatan tersebut
mengakomodasi kepentingan Indonesia dan sejauh mana kesepakatan tersebut
diterjemahkan ke dalam legislasi dan kebijakan di dalam negeri. Di kawasan Asia
Tenggara, DPR Rl telah berperan sangat aktif dalam organisasi parlemen negara-
negara anggota ASEAN yaitu ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA).

Dengan publikasi rekomendasi yang disusun oleh Panja ini, saya mengharapkan
upaya ‘membumikan’ MEA melalui peningkatan awareness akan MEA di kalangan
masyarakat dapat tercapai. Selain itu, dapat menjadi pertimbangan bagi Komisi-
Komisi terkait di DPR Rl dalam menyusun legislasi dan masukan bagi unit-unit
terkait di eksekutif dalam menyusun kebijakan strategis yang mendukung daya
saing industri dalam negeri.

Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaatnya.
Wassalamualaikum Wr. Wh.
Jakarta, 14 Desember 2015

Fadli Zon, S.S., M.Si.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan




Kata Sambutan
Ketua Badan Kerja Sama
Antar Parleman

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat
menuntaskan pelbagai program Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
DPR Rl yang digawangi Badan Kerja Sama Antar Parlemen.

Sejak pembentukan Panja MEA pada Januari 2015, semua program yang
direncanakan sampai akhir tahun 2015 berhasil dilaksanakan. Program-program
tersebut terfokus kepada pengembangan ekonomi kreatif dengan harapan
dapat menstimulasi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai penggerak
dan stabilisator sosial-

ekonomi nasional.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia ke-5 Susilo
Bambang Yudhoyono mengenai pentingnya pengembangan sektor ekonomi
kreatif yang lantas diterjemahkan ke dalam Instruksi Presiden No. 6/2009.

Program-program Panja yang berhasil dilaksanakan berbentuk rapat-rapat
dengan kementerian/pihak-pihak relevan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
mengadakan kunjungan kerja di dalam dan di luar negeri; menyelenggarakan
seminar/workshop tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN; dan menerbitkan
Buku tentang Peran Parlemen dalam pelaksanaan Masyarakat ASEAN yang

di dalamnya mencakup Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diharapkan, melalui
rangkaian program tersebut dapat memenuhi target dan tujuan pembentukan
Panja.

Sekadar mengingatkan, Panja MEA ini tujuan utamanya adalah, pertama

pada level nasional, sebagai forum yang menyediakan ruang dialog dan
pengayaan isu-isu bagi Anggota Panitia Kerja dalam kerangka dukungan
substantif perumusan legislasi dan mekanisme pengawasan demi menjamin
implementasi efektif Masyarakat Ekonomi ASEAN dan memberikan saran/
rekomendasi tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN kepada pihak eksekutif/
pemerintah. Kedua, secara regional, untuk menggalang kerjasama dengan
Anggota Parlemen ASEAN lainnya untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan
Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai bagian dari komitmen AIPA terhadap
implementasi resolusi-resolusi yang dihasilkannya.

BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) -yang selain mandat utamanya
sebagai perumus undang-undang, penganggaran dan pengawasan- juga
bertugas mengurusi diplomasi parlemen. Dalam kaitan tersebut BKSAP
diharapkan memfasilitasi ruang dialog isu-isu global atau regional dalam
kerangka kepentingan nasional di antaranya implementasi Masyarakat Ekonomi
ASEAN/MEA (ASEAN Economic Community/AEC) pada 1 Januari Tahun 2016.

Berangkat dari tugas dan wewenang yang dimandatkan undang-undang kepada
BKSAP, kami berupaya mengerahkan daya dan pikiran demi kesiapan Indonesia
menghadapi implementasi MEA di awal tahun 2016 yang dinilai sebagai

babak baru kesepakatan era perdagangan bebas regional (regional free trade
agreement) dengan tantangan aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga
kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.



Kendatipun tingkat daya saing Indonesia pada level global dapat dikatakan cukup
lumayan (peringkat 34 dari 144 negara menurut World Economic Forum dalam
Global Competitiveness Report 2014-2015), namun di kawasan ASEAN, peringkat
daya saing Indonesia masih kalah dibandingkan dengan tiga negara tetangga, yaitu
Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang
berada di peringkat 31.

Variabel lain yang tak boleh diabaikan adalah peringkat indeks pembangunan
manusia (IPM) sebagai indikator tingkat sumber daya manusia (human capital).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2014 nilai Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) mengalami kenaikan tipis menjadi 68,90

dari 68,4 pada 2013.

IPM 2013 berada di peringkat ke 108 dari 187 negara. Angka IPM ini menandakan
bahwa nilai Indonesia masih jauh di bawah rata-rata sejumlah negara di ASEAN.
Peringkat Indonesia di ASEAN di posisi lima berada di bawah Singapura, Malaysia,
Brunei, dan Thailand.

Merujuk kepada tingkat daya saing dan IPM Indonesia dalam konteks ASEAN di
atas, seluruh komponen bangsa dituntut bersinergi untuk berkontribusi dalam
mempromosikan kesiapan Indonesia menyongsong era persaingan perdagangan
bebas ASEAN. Sebagai negara dengan penduduk terbesar dan wilayah terluas di
kawasan, Indonesia sejatinya menjadi key player bukan sebagai penonton. Dalam
konteks inilah Panja MEA dihadirkan.

Melalui rangkaian program Panja MEA sepanjang tahun 2015, inilah rekomendasi-
rekomendasi yang diharapkan berkontribusi dalam kesiapan Indonesia meraih
kesuksesan peluang era perdagangan bebas ASEAN. Inilah hasil kerja keras rekan-
rekan kami di Panja. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada
semua anggota Panja dan pihak-pihak yang berperan dalam kesuksesan kerja-kerja
Panja. Semoga hasil-hasil Panja ini bermanfaat.

Wassaalaamualaikum Warahmatullaahi wa baraakaatuh.

Jakarta, 15 Desember 2015

Dr. Nurhayati Ali Assegaf
Ketua BKSAP DPR RI 2014-2019
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PENDAHULUAN




A.

LATAR BELAKANG
PEMBENTUKAN
PANJA MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN

Panitia Kerja Sama Antar Parlemen Dalam
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
(Panja MEA) berada di bawah koordinasi Badan
Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI
sebagaisuatualatkelengkapanDPRRIyangdiberi
mandat untuk mengembangkan, membina, dan
meningkatkanhubunganpersahabatandankerja
sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik
secara bilateral maupun multilateral, termasuk

organisasi internasional yang menghimpun
parlemen  dan/atau  anggota  parlemen
negara lain'.

Dalam hal ini, menyadari adanya kebutuhan
untuk meningkatkan kerja sama di kawasan,
dan tentunya kebutuhan untuk dapat
menjalin komunikasi, kerjasama dan berbagi
pengalaman dengan negara-negara ASEAN
lainnya didalam membantu dan mengetahui
sejauh mana kesiapan Indonesia dalam rangka
menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
dan mengimplementasikan ASEAN Free Trade
Agreement (AFTA).

Pembentukan Panja MEA merupakan salah satu
upaya untuk memberikan kontribusi terhadap
penyusunan dan implementasi strategi nasional
dalam menghadapi MEA. Salah satu isu yang
menjadi  fokus  studi  BKSAP  adalah
pengembangan usaha UMKM dan sektor
industri kreatif di Indonesia melalui kegiatan
diplomasi parlementer.

1 Tentang Badan Kerja Sama Antar Parlemen -
Diakses dari http://dpr.go.id/akd/index/id/
Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen



e

BKSAP dalam hal ini merupakan pelaksana
diplomasi DPR Rl yang dalam prakteknya bekerja
sama dengan berbagai forum antar-parlemen
untuk menyuarakan kepentingan Indonesia
di tingkat internasional serta mendorong
implementasi kebijakan yang telah disetujui
secara global di level nasional.

Panja MEA vyang dibentuk BKSAP juga
menjembatani kepentingan masyarakat
Indonesia dengan cita-cita integrasi regional.
Keterlibatan BKSAP DPR Rl dalam forum ASEAN
Inter Parliamentary Assembly (AIPA) merupakan
salah satu perwujudan dari upaya tersebut.

DPR RI sebagai salah satu founding father AIPA
memiliki keinginan yang kuat untuk mendukung
proses integrasi regional, namun hal tersebut
jugatidak boleh berlawanan dengan upaya untuk
menyejahterakan masyarakat. Melalui AIPA, DPR
RI menyetujui sejumlah Resolusi yang bertujuan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
daya saing masyarakat ASEAN dalam kerangka
kerja sama regional.

Resolusi AIPA RES.35GA/2014/ECO/02 tentang
Meningkatkan Pengembangan Keterampilan
Kewirausahaan dalam Proses Menurunkan
Kesenjangan Pembangunan di ASEAN
menjelaskan  tentang kesenjangan  dalam
dukungan politik, kemampuan dan akses
terhadap kebutuhan finansial, kebijakan yang
mendorong peningkatan jumlah wirausaha muda
dan perempuan, serta kendala dalam kerja sama
regional yang memengaruhi perkembangan
kewirausahaan di ASEAN.

Resolusi AIPA RES.32GA/2011/ECO/01 tentang
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
dan Pembangunan Berkelanjutan untuk
Menurunkan Kesenjangan Pembangunan
di ASEAN menggarisbawahi bahwa ekonomi

Rekomendasi Panja BKSAP Tahun 2015
Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

kreatif akan memberikan nilaitambah terhadap
barangdanjasa, serta akanturutmeminimalkan
kesenjangan pembangunan dan meningkatkan
pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan.

Resolusi  AIPA RES.30GA/2009/ECO/01
tentang Integrasi EkonomiRegional memerlukan
dukungan parlemen menuju integrasi ASEAN
melalui fasilitasi arus barang, jasa, dan tenaga kerja
terampil yang bebas hambatan.

DPR RI telah mengidentifikasi peran ekonomi
kreatif sebagai landasan dasar daya saing
Indonesia di kawasan. Berdasarkan informasi
Kementerian Perdagangan RI, industri kreatif di
Indonesia mencakup 14 sub-sektor yang terdiri
dari (1) periklanan, (2) arsitektur, (3) kesenian
dan barang antik, (4) kerajinan, (5) desain, (6)
busana, (7) video, film, dan fotografi, (8) game
interaktif, (9) musik, (10) seni pertunjukan, (11)
percetakan dan publikasi, (12) komputer dan
perangkat lunak, (13) televisi dan radio, dan
(14) penelitian dan pengembangan.

Sebagai pemegang mandat legislasi,
penganggaran dan pengawasan, DPR RI
sangat menyadari bahwa keterlibatan
parlemen dalam implementasi MEA penting
artinya bagi masa depan integrasi regional
yang menjamin terwujudnya pemerataan
pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, melalui kegiatan Panja
MEA diharapkan DPR Rl dapat memperoleh
gambaran yang lebih komprehensif mengenai
kesiapan

UMKM  khususnya UMKM industri kreatif
Indonesia dan negara ASEAN lainnya dalam
menghadapi implementasi MEA 2015.
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B.

SELAYANG
PANDANG
MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN?

Sebagai kesepakatan KTT ASEAN tahun
2007 di Singapura, negara-negara ASEAN
mengesahkan ASEAN Economic Community
Blueprint 2015 bersamaan dengan penanda-

tanganan ASEAN Charter.
Terdapat 12 sektor perekonomian yang
diprioritaskan dalam MEA, yaitu: 7 sektor

barang dan 5 sektor jasa-jasa. Sektor tersebut
adalah (1) Agro-based products, (2) Air travel,
(3) Automotive, (4) E-ASEAN, (5) Electronics,
(6) Fisheries, (7) Healthcare, (8) Rubber-
based products, (9) Textiles & apparels,
(10) Tourism, (11) Wood-based products,
(12) Logistics Services. Perdagangan intra
dan ekstra ASEAN harus terus berkembang
untuk menjaga identitas ASEAN sebagai
satu-satunya organisasi regional di kawasan
Asia Tenggara.

Keinginan ASEAN membentuk Asean Economic
Community (AEC) atau dikenal dengan MEA
didorong oleh perkembangan eksternal dan
internal kawasan. Dari sisi eksternal, kawasan
Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi
baru, dengan disokong oleh India, Tiongkok,
dan negara-negara ASEAN. Sedangkan secara
internal, kekuatan ekonomi ASEAN sampai
tahun 2013 telah menghasilkan GDP sebesar
US$ 3,36 triliun dengan laju pertumbuhan
sebesar 5,6 persen dan memiliki dukungan
jumlah penduduk 617,68 juta orang.

Sejalan dengan pesatnya dinamika hubungan
antar-bangsa di berbagai kawasan, ASEAN
menyadari pentingnya integrasi negara-negara
di kawasan Asia Tenggara. Untuk membantu
tercapainya integrasi ekonomi ASEAN, maka
disusunlah MEA Blueprint yang memuat empat
pilar utama yaitu:

2 Bank Dunia, 2005, “"Mendukung Usaha Kecil dan Menen-
gah”, Policy Brief. Diakses dari http://www.worldbank.or.id

A. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis
produksi tunggal yang didukung dengan
elemen aliran bebas barang, jasa, investasi,
tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang

lebih bebas;

B. ASEAN sebagai kawasan dengan daya
saing ekonomi tinggi, dengan elemen
peraturan kompetisi, perlindungan konsumen,
hak atas kekayaan intelektual, pengembangan
infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce;

C. ASEAN  sebagai kawasan  dengan
pengembangan ekonomi yang merata
dengan elemen pengembangan usaha kecil
dan menengah, dan prakarsa integrasi
ASEAN untuk negara-negara Kamboja,
Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan

D. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi
secara penuh dengan perekonomian global
dengan elemen pendekatan yang koheren
dalam hubungan ekonomi diluar kawasan, dan
meningkatkan peran serta dalam jejaring
produksi global. Dengan berlakunya MEA
2015,  berarti  negara-negara  ASEAN
menyepakati perwujudan integrasi ekonomi
kawasan Asia Tenggara yang penerapannya
mengacu pada MEA Blueprint.

Sebagai kesatuan parlemen di kawasan Asia
Tenggara, AIPA senantiasa berpijak pada cita-
cita untuk menjadi mitra strategis ASEAN
dalam pencapaian tujuan regional, yakni
mewujudkan Komunitas ASEAN yang berdasar
pada tiga pilar: Masyarakat Politik Keamanan
ASEAN (ASEAN Political Security Community),
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan
Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASEAN
Socio-Cultural Community).



Dalam proses menuju integrasi ASEAN, AIPA
memiliki peranan penting, vyaitu sebagai
katalisator, dinamisator, dan mediator. AIPAyang
awal mulanya dibentuk sebagai ASEAN Inter-
Parliamentary Organization (AIPO) didirikan atas
inisiatif Indonesia.

Pada awal 1970-an, DPR-RI  menyampaikan
ide untuk membentuk suatu organisasi yang
terdiri dari parlemen-parlemen negara anggota
ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura dan Thailand.

Ide tersebut mendapat sambutan yang positif
dari Parlemen Malaysia dan Singapura. Setelah
melalui sejumlah pertemuan, AIPO secara resmi
didirikan pada 2 September 1977. Selanjutnya,
parlemen negara-negara ASEAN lainnya turut
bergabung dalam AIPO.

AIPO telah memainkan peran penting dalam
mencapai sasaran dan tujuan bersama. Seiring
berjalannya waktu, tantangan-tantangan
dan peluang terus bermunculan di kawasan
ASEAN dan menuntut adanya penyesuaian
keorganisasian agar AIPO dapat menjalankan
fungsinya secara efektif sesuai dengan sasaran
dan tujuannya.

Selanjutnya, sesuai dengan rekomendasi Sidang
Umum ke-27 AIPO, para negara anggota AIPO
dalam Extra Ordinary Meeting of the Executive
Committee yang diadakan pada bulan April
2007 di Kuala Lumpur, menandatangani Statu-
ta AIPA. Sebagaimana tercantum dalam Statuta
AIPA tersebut yang bertujuan untuk:

A. Meningkatkan solidaritas, saling pengertian,
kerjasama dan hubungan yang erat antar
negara anggota, observer dan organisasi
parlemen lainnya;

B. Mendukung
sebagaimana
Declaration
Vision 2020;

tercapainya tujuan ASEAN
tercantum dalam ASEAN
Agustus 1967 dan ASEAN

C. Melakukan pertukaran dan penyebaran
informasi serta koordinasi, interaksi, dan
konsultasi dengan ASEAN;

D. Menjunjung tinggi prinsip prinsip hak asasi
manusia, demokrasi, perdamaian, keamanan
dan kesejahteraan di kawasan ASEAN.

Integrasi regional yang diawali dengan
pembentukanMEAakanmemberikankebebasan
arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja
terampil. MEA juga akan membuka berbagai
kesempatan baru bagi para pelaku usaha untuk
memperluas pangsa pasar dan meningkatkan
angka penjualan secara signifikan. Namun,
tantangan yang akan timbul pun akan semakin
kompleks. Iklim kompetisi di kawasan ASEAN
akan semakin meningkat. Para pelaku usaha
domestik tidak hanya akan bersaing dengan
sesama pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga
para pengusaha dari negara lain yang berupaya
untuk merebut pasar domestik.

Prosedur ekspor-impor akan semakin mudah
dan dengan diberlakukannya zero tariff maupun
non-tariff barrier, para pengusaha domestik
yang belum memiliki wawasan regional akan
terkena dampak dariserbuan produk impor.

Apabila produk lokal memiliki daya saing yang
lebih rendah dibandingkan produk impor, para
pengusaha lokal pun akan sulit untuk bertahan
dalam era liberalisasi perdagangan.

Tantangan lainnya adalah bagi para pekerja
profesional, misalnya  perawat. Dengan
kebebasan arus tenaga kerja terampil, Sumber
Daya Manusia yang lebih kompetitif akan
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menguasai perolehan lapangan kerja. Perawat
di Indonesia akan bersaing dengan perawat
dari negara ASEAN lainnya untuk memperoleh
pekerjaan yang lebih layak dan menghasilkan.
Di sinilah kita perlu mengevaluasi, tidak
hanya kesiapan para pengusaha lokal, tetapi
juga kesiapan para profesional dalam
menghadapi MEA.

Rendahnya daya saing serta iklim investasi yang
belum sepenuhnya mendukung pengusaha
lokal, terutama yang bergerak dalam Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan
salah satu permasalahan utama yang dihadapi
Indonesia. UMKM di Indonesia sejauh ini
masih digunakan sebagai instrumen kebijakan
sosial atau kebijakan untuk mengurangi
pengangguran atau kemiskinan.

UMKM belum dilihat sebagai kelompok bisnis
murni. Menghadapi persaingan pasar bebas
seperti MEA, perlakuan terhadap UMKM sudah
waktunya diubah. Pemerintah dan DPR sudah
waktunya memberikan perlindungan kepada
pelaku usaha UMKM agar mampu bersaing
didalam MEA dimasa mendatang.

Menurut Bank Dunia (2005), UMKM merupakan
salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam
pembangunan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari
kontribusi sektor ini dalam penyerapan tenaga
kerja. Pada tahun 2005, UMKM di Indonesia
mampu menyerap 77.678.498 orang atau
sebesar 96,77 persen dari total tenaga kerja

yang mampu diserap oleh usaha skala kecil,
menengah, dan besar.

Dari sisi jumlah unit usaha dan tenaga kerja
yang mampu diserap maka UMKM jauh lebih
besar dari usaha besar. Di sisi lain, dalam hal
penciptaan nilai tambah bagi PDB maka Usaha
Besar (UB) jauh lebih besar daripada UMKM.

Dengan 57,9 juta pelaku UMKM, Indonesia
merupakan negara yang paling banyak memiliki
pelaku UMKM di antara negara-negara anggota
ASEAN.

Untuk tingkat ASEAN, sebanyak 96 persen
perusahaan di Indonesia bergerak di sektor
UMKM dengan kontribusi terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) antara 30-57 persen
dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja
antara 50-98 persen. Berlakunya MEA 2015
menjadi peluang sekaligus tantangan bagi
produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM
di Indonesia. Karena itu peningkatan daya
saing UMKM menjadi faktor kunci agar mampu
menghadapi tantangan dan peluang dari
implementasi MEA 2015.

Sementara di sisi  lain, perkembangan
ekonomi kreatif di Indonesia semakin banyak
mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.
Sejak diterbitkannya Inpres No. 6 tahun 2009
tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, upaya
untuk mengembangkan sektor ekonomi yang
berbasis pada kreativitasindividu dan komunitas
masyarakat luas semakin berkembang.




Hal ini semakin dikukuhkan dengan keberadaan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif
yang memulai kiprahnya pada 19 Oktober 2011,
sertaBadan EkonomiKreatif(BEK)yang dibentuk
sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor
6 Tahun 2015.

Namun, sampai sejauh ini perkembangan
ekonomi kreatif di Tanah Air belum banyak
menunjukan perkembangan yang berarti karena
masih banyak kendala bagi pengembangan-
nya di masa depan.

Selain minimnya kebijakan yang terintegrasi,
upaya pengembangan potensi ekonomi kreatif
juga terkendala persoalan HKI yang belum
kompatibel dengan pengelolaan karya artistik
dan peninggalan budaya tradisional, modal
finansial yang terbatas, infrastruktur dasar uang
kurang memadai, lemahnya upaya promosi dan
pemasaran, serta pengembangan modal sosial,
budaya, dan pengetahuan yang minim.

Industri  kreatif domestik juga menghadapi
tantangan yang cukup berat. Memasuki era
pasar bebas ASEAN akhir 2015, industri kreatif
dalam negeri harus bersaing dengan produk-
produk impor dengan harga dan kualitas yang
kompetitif, khususnya produk-produk dari
Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dalam
persaingan industri kreatif ASEAN, Thailand dan
Vietnam kerap disebut memiliki karakteristik
paling serupa dengan Indonesia.
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Berbeda dengan Singapura yang memiliki
kekuatan di bidang teknologi dan Malaysia yang
seimbang dalam hal teknologi serta inovasi
budaya. Tantangan lain juga muncul karena dari
sepuluh negara anggota ASEAN, baru Malaysia,
Singapura, dan Thailand yang memberikan
insentif bagi perkembangan industri kreatif.

Dukungan sangat diperlukan bagi
perkembangan industri kreatif karena industri
kreatif tidak bisa berkembang secara mandiri
danterpisah darisektor-sektoryanglain. Industri
kreatif saling mendukung dan berkolaborasi
de-ngan sektor-sektor yang lain, mulai dari
sektor pendidikan, teknologi, perdagangan,
pariwisata, hankam, politik, sosial dan budaya.
Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki
kompleks industri kreatif, baik dari kegiatan
produksi maupun pemasaran.

Pemerintah perlu membangun suatu kompleks
dan fasilitas industri kreatif, dimana masing-
masing aktor dan unsur industri kreatif akan
secara mudah saling berkolaborasi dan mudah
pula mempertemukan produsen-konsumen
industri kreatif.
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C.

PERSIAPAN
INDONESIA DALAM
MENGHADAPI
INTEGRASI EKONOMI
KAWASAN

Melalui  MEA, perekonomian Indonesia
diharapkan akan meningkat. Salah satunya
melalui aktifitas pemasaran barang dan jasa
yang lebih luas. Pangsa pasar ASEAN dengan
populasi sekitar 625 juta jiwa tentu saja jauh
lebih  besar dibandingkan pangsa pasar
domestik yang berjumlah 250 juta orang.
Apabila diiringi dengan daya saing yang lebih
kompetitif, Indonesia memiliki kesempatan
untuk  meningkatkan nilai ekspor secara
signifikan. SDM Indonesia yang berkualitas juga
akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk
bekerja di negara-negara ASEAN lainnya.

Bagi para investor, MEA akan membuka ruang
investasi yang lebih terbatas. Indonesia juga
dapat lebih mudah menarik investasi dari para
investor ASEAN. Iklim kompetisiyang meningkat
akan memaksa para pengusaha lokal untuk
semakin kreatif. Para profesional akan terpacu
untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian
yang dimilikinya.

Namun, Indonesia masih dihadapi oleh sejumlah
hambatan, antaralain kualitas pendidikantenaga
kerja yang masih rendah. Pada 2014, sebanyak
76,4 juta jiwa atau sekitar 64 persen dari total
118 juta pekerja di Indonesia berpendidikan
SMP atau lebih rendah.3 Hambatan berikutnya
adalah kurangnya fasilitas dan ketersediaan
infrastuktur.

Global Competitiveness Index (GCl) 2014
menempatkan kualitas infrastruktur Indonesia di
bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam
dan Thailand. Hambatan lain-nya adalah
ketergantungan terhadap impor bahan baku
dan setengah jadi, serta keterbatasan pasokan
energi.

Indonesia menargetkan nilai ekspor 2015
sebesar US$192,5 milyar, namun nilai ekspor
Indonesia periode Januari-November 2015
hanya mencapai US$138,42 milyar atau menurun
14,32% dibanding periode yang sama tahun
2014. Selain disebabkan oleh instabilitas situasi
ekonomi global, penurunan ini juga disebabkan
oleh nilai tukar rupiah yang terus merosot dan
tingginya harga bahan baku impor.

Di era globalisasi, dampak perekonomian
global terhadap situasi perekonomian domestik
tidak dapat dikesampingkan. Begitu pula halnya
dengan mekanisme kerja sama ekonomi di
tingkat regional. Baik dampak negatif maupun
positif dari mekanisme tersebut harus dicermati
secara seksama.

Untuk mengurangi dampak negatif MEA,
Indonesia harus memperkuat daya saing sektor
industri domestik, termasuk di antaranya para
pengusaha besar, sektor UMKM, dan sektor
industri kreatif. Bagi sektor UMKM, peningkatan
daya saing dapat dilakukan melalui penggunaan
kemasan, sertifikasi halal, dan pendaftaran
merek dagang. Hal ini merupakan amanat dari

3 G.T. Suroso. MEA dan Perekonomian Indonesia. Widy-
aiswara BPPK.

Diakses dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/pub-
likasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-mas-
yarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia

4 Apriyani. Neraca Perdagangan Rl Defisit US$346,4 Juta.
Diakses dari http://infobanknews.com/neraca-perdagan-
gan-ridefisit-us3464-juta/



UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah.

Persiapan menghadapi MEA telah benar-benar
direalisasikan oleh DPR RI melalui penyusunan
sejumlah instrumen kebijakan. UU No.7/2014
tentang Perdagangan yang telah disahkan sejak
2014 sebagai upaya untuk melindungi pelaku
usaha domestik dari tantangan regionalisme.
UU Perdagangan tidak hanya mencakup
perdagangan barang, tetapi juga perdagangan
sektor jasa.

MEA dapat mempermudah produk Indonesia
untuk dipasarkan di luar negeri, tetapi juga
mengancam keberadaan produk asli Indonesia,
terutama produk-produk  yang belum
dipatenkan atau didaftarkan sebagai hak cipta
kekayaan intelektual (HAKI).*

Ancaman terbesar terkait hak cipta akan dialami
oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan
industri kreatif. Sebagian HAKI di Indonesia
memang berkaitan dengan kreativitas dan
bakat kemanusiaan. Oleh karena itu, DPR
merumuskan UU No.28/2014 tentang Hak Cipta
sebagai pengganti UU No.19/2002. UU yang
baru membahas mengenai isu pembajakan,
yaitu adanya hukuman pidana 10 tahun bagi
pembajak.

DPR juga telah mengesahkan UU No.20/2014
tantang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
UU ini membahas mengenai pengembangan

Ly

standar oleh para pemangku kepentingan,

penerapan SNI untuk melindungi rakyat
Indonesia dan peningkatan daya saing produk
nasional agar dapat bersaing di pasar global.®

Sehubungan dengan peningkatan kualitas
SDM profesional, DPR juga telah menyusun
dan mensahkan sejumlah UU, antara lain
uu No.11/2014  tentang Keinsinyuran;
UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan; UU
No0.29/2004 tentang Praktek Kedokteran; UU
No.38/2014tentangKeperawatan; UUNo.5/2011
tentang Akuntan Publik; dan UU No.10/2009
tentang  Kepariwisataan.  Sementara itu,
RUU Kearsitekturan masih  dalam tahap
pembahasan.

5 Republika. MEA Ancam HAKI.

Diakses dari http://www.republika.co.id/berita/koran/
podium/14/10/30/ne8zk42-masyarakat-ekonomi-asean-
ancam-haki

6 LPK Indonesia Siap Menghadapi MEA.
Diakses dari http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_
det/6721/LPK-Indonesia-Siap-Menghadapi-MEA






BKSAP DAN TELAAH
KESIAPAN INDONESIA
MENGHADAPI MEA 2015




Indonesia sebagai salah satu founding

father ASEAN, tentunya harus bisa
memanfaatkan  peran  kepemimpinan
di  kawasan dan  harus  mampu

menunjukkan kepemimpinan yang tegas
serta memberikan  kontribusi  untuk
menjamin kesuksesan integrasi regional.
Dengan implementasi pasar bersama
kawasan melalui MEA, maka kita perlu
mengetahui sejauh  mana kesiapan
negara-negara  ASEAN,  khususnya
Indonesia, dalam menghadapi
berbagai  potensi tantangan
regionalisme ekonomi.

dan

Untuk menunjang kerja Panja MEA, BKSAP
menghimpun masukan dari berbagai
pihak. Salah satunya melalui Focus Group
Discussion(FGD).Selainuntukmenghimpun
masukan, FGD diselenggarakan untuk
menginisiasi pembentukan Panja.

Tiga pembicara dihadirkan  dalam
FGD yaitu Deputy Secretary of ASEAN
for Community and Corporate Affairs
Department, Dr. AKP Mochtan Ph.D;
Guru Besar Hukum Internasional, Uni-
versitas Indonesia, Prof. Hikmahanto
Juwana SH, LLM, Ph.D; dan Direktur
Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kement-
erian Luar Negeri Republik Indonesia,
Ina Hagniningtyas Krisnamurthi.

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari
FGD adalah:

1.

Pembentukan Komunitas ASEAN merupakan
proses yang irreversible dan tidak dapat
ditunda. Liberalisasi perdagangan dan investasi
menjadikan ASEAN sebagai pasar bersama
untuk mitra di luar ASEAN dan diharapkan tidak
menjadikan persaingan diantara negara ASEAN
semakin meningkat. Masih terdapat gap namun
menunda bukan merupakan opsi karena terkait
dengan kredibilitas bangsa.

2.

Diakui bahwa Indonesia masih belum memiliki
kesiapan penuh vyang ditunjukan dengan
scorecard 85% dan pekerjaan rumah 102
measures yang belum diimplementasikan.
Selain itu kesiapan pemerintah daerah yang
masih harus ditingkatkan terutama disebabkan
kurangnya penyebaran dan sosialisasi informasi
ke daerah mengenai perjanjian internasional
yang telah diratifikasi pemerintah pusat.

3.
Terkait ASEAN Mutual Recognition Arrangement
(MRA), Indonesia  telah memiliki uu
Ketenagakerjaan, UU Imigrasi dan UU Investasi
(yang pada saat pembahasan tengah dalam
proses revisi) yang menjamin perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia dalam menghadapi
persaingan dengan tenaga kerja intra ASEAN.

4.

Panja MEA dinilai bermanfaat sebagai upaya
sosialisasi MEA dan meningkatkan kesadaran
terutama di level akar rumput. Selain itu Panja
dapat menjadi sarana komunikasi antara
anggota DPR Rl dengan anggota parlemen
negara-negara ASEAN.



5.

Exit strategy yang mungkin diadopsi antara lain
MEA tetap dijalankan pada tahun 2015 namun
Indonesia tetap menjalankan business-as-usual
dan mampu mengelola

ekspektasi Malaysia dan Singapura; atau
penundaan MEA pada tahun 2020 namun
Indonesia harus memastikan semua pekerjaan
rumah telah selesai pada tahun 2020.

Selanjutnya, BKSAP juga melaksanakan
konsinyering untuk mendapatkan masukan
dari para pakar dan narasumber mengenai
kesiapan dan  daya saing Indonesia
dalam  menghadapi MEA. Konsinyering
menghadirkan empat pembicara kunci, yaitu
Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif,
Harry Waluyo; Pembina UKM Center FE U],
Nining Indroyono Soesilo; Staf Ahli Menlu
Bidang Ekososbud, Wahid Supriyadi; dan
Pelaku Industri Kreatif, Yoris Sebastian.

Dalam hal ini, Panja menyimpulkan beberapa
masukan sebagai hasil konsinyering, yaitu:

1.
Ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam
menghadapi MEA 2015 dan dapat menjadi
motor bagi peningkatan daya saing nasional di
level ASEAN.

2,

Dari segi kreatifitas dan kualitas, pelaku industri
kreatif dalam negeri sudah layak bersaing dalam
kerangka kerja sama regionalisme, namun
ada beberapa hambatan yang masih mereka
hadapi, antara lain persoalan hak paten regional
dan kurangnya ketersediaan data dan informasi.

3.

Perlunya atase ekonomi kreatif di kedubes RI.
Berbagai catatan yang diterima Panja melalui
FGDdankonsinyeringkemudiandiujidilapangan
melalui kunju-ngan kerja. Bali dipilih sebagai
lokasi kunjungan dengan mempertimbangkan
kesiapan daerah tersebut, terutama dari sub-
sektor industri kreatif, dalam menghadapi MEA.

Rekomendasi Panja BKSAP Tahun 2015
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Dalam kunjungan tersebut, Panja melakukan
dialog dengan stakeholders setempat yang
diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Wakil
Ketua DPRD Provinsi Bali, dan jajaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Pengurus
Kadin Provinsi Bali.

Melalui dialog ini, anggota Panja menggali
informasi dan data mengenai industri kreatif
terutama jasa pariwisata di Bali, serta melakukan
tanya jawab untuk menelaah kesiapan daerah
dalam mengelola persaingan dengan negara-
negara tetangga di kawasan Asia Tenggara
menyusul pemberlakuan MEA 2015.

Salah satu upaya meningkatkan kesiapan
nasional menghadapi MEA, telah dibentuk Bali
Creative Industry Centre (BCIC)yang merupakan
pusat promosi dan pengembangan industri
kreatif nasional. BCIC mengumpulkan lulusan
sekolah menengah vokasi terkait subsektor
ekonomi kreatif Putra-putri terbaik bangsa dari
seluruh Indonesia ini kemudian dididik menjadi
tenaga terampil siap kerja. Selain itu BCIC
bertindak pula sebagai penghubung antara
tenaga kerja siap pakai dengan industri yang
membutuhkan.

Dalam kunjungan lapangan, Panja berkesempa-
tan untuk melakukan dialog langsung dengan
pelaku industri kreatif di Gianyar. Gianyar dipilih
dengan mempertimbangkan posisi kabupat-
en tersebut yang telah mendapatkan sertifikasi
kompeten dalam bidang pariwisata dari BNSP.
Pengembangan industri kreatif di Bali dalam
hal ini sangat terkait dengan industri pariwisa-
ta, ataupun sengaja diintegrasikan dengan
bidang pariwisata selayaknya industri kreatif di
Thailand.
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Kunjungan lapangan Panja menghasilkan

beberapa kesimpulan, yaitu:

1.

Pemerintah daerah Bali telah memiliki awareness
yang tinggi akan implementasi MEA dan telah
mempersiapkan diri untuk menghadapi arus
barang, jasa dan tenaga kerja dari sesama negara
ASEAN. Pemda Bali juga telah meningkatkan
dukunganinfrastrukturdengan penyediaansarana
prasarana pariwisata, pembangunan Bandara
Bali Utara dan akses tol yang menghubungkan
Bali Utara dengan Selatan dan Bali Barat dengan
Timur. Pembangunan infrastruktur dilakukan
dengan visi percepatan pembangunan dan untuk
menjembatani ketimpangan pembangunan antar
kabupaten di Bali.

2,
Mengingat tradisi dan budaya yang adiluhung
merupakan keunggulan komparatif Bali, DPRD
setempat mengusulkan UU terkait pariwisata
dan industri kreatif yang menitikberatkan
pada perlindungan kearifan lokal. Termasuk di
dalamnya UU yang mewajibkan tenaga kerja
asing untuk memiliki pemahaman akan budaya
lokal. UU ini akan dapat diterapkan secara
nasional mengingat Indonesia memiliki kekayaan
ragam tradisi dan budaya.

3.

Pelaku usaha (kreatif) di Bali mengidentifikasi
beberapa tantangan yang dihadapi antara lain
terkait kualitas SDM UMKM, terbatasnya skema
pembiayaan berbunga rendah, dan regulasi
yang belum memiliki kesamaan persepsi
sehingga membingungkan pelaku usaha.Selain
itu dikeluhkan pula mengenai tarif pajak, bea
operasional terkait tarif listrik, bahan baku
yang masih harus didatangkan dari luar negeri
dan serbuan produk-produk impor terutama
dari Tiongkok. Dalam mempersiapkan diri
menghadapi tantangan persaingan regional,
KADIN Bali telah melakukan beberapa upaya
parsial antara lain standardisasi produk barang
dan jasa serta standardisasi keahlian SDM.

4.
Terkait mandat BKSAP untuk melakukan
diplomasi  parlemen termasuk diplomasi

ekonomi, para pelaku usaha di Bali berharap
BKSAP dapat mengkomunikasikan secara
intensif kepentingan pelaku usaha kreatif
Indonesia di kawasan ASEAN melalui AIPA.

Selain itu, Pemda dan DPRD setempat
menyampaikan pula masukan untuk revisi
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Konsep dana
perimbangan yang menekankan pada
penerimaan daerah dari sumber daya alam
seperti kehutanan, pertambangan umum,
pertambangan minyak bumi, dan gas bumi. Bali
sebagai daerah yang memiliki potensi terbesar
dari sektor jasa pariwisata menginginkan
rasionalisasi pola perundangan sehingga
besaran dana perimbangan yang diterima
sesuai dengan kontribusi sektor pariwisata Bali.



INDUSTRI KREATIF DAN

INTEGRASI KAWASAN:

BEBERAPA PRAKTIK CERDAS

Ekonomi Kreatif
menyumbangkan 10 persen
dari GDP Thailand

Perkembangan ekonomi kreatif di Thailand
telah lama mendapatkan perhatian serius
dari pemerintah dan menjadi bagian dari
rencana pembangunan nasional periode
2012 - 2016. Thailand termasuk ke dalam 20
negara di dunia yang mengekspor

produk dari sektor ekonomi kreatif.

Penggerak utama bagi perkembangan in-
dustry kreatif di Thailand adalah Thailand
Creative Economy Agency (TCEA) yang
secara khusus dibentuk untuk menjadi pi-
lar penyangga utama bagi proses koordi-
nasi dan implementasi kebijakan di sektor
ekonomi kreatif. Selain itu, industri kreatif
juga didukung oleh Thai Department of In-
telectual Property yang khusus menangani
permasalahan terkait perlindungan HKI.
Perkembangan industri kreatif di Thailand
juga ditopang beberapa lembaga yang
dibentuk secara khusus oleh pemerintah,
antara lain Thailand Creative and Design
Center (TCDC) yang mengembangkan kam-
panye branding “Creative Thailand”, Bang-
kok Art and Cultural Center (BACC), serta
beberapa kegiatan dan festival seperti Thai-
land International Creative Economy Forum
(TICEF).

Pemerintah Thailand dalam proses pengem-
bangan potensi ekonomi kreatif berperan
sebagai fasilitator utama. Peran pemerin-
tah difokuskan pada perencanaan kebija-
kan strategis dan pengembangan kebijakan
antar sektor yang terkait. Perkembangan

ekonomi kreatif di Thailand juga didukung
oleh serangkaian kebijakan yang berbasis
pada kebutuhan dan dinamika perkemban-
gan yang ada, sehingga mampu mengiden-
tifikasi persoalan utama dan kendala yang
muncul di tengah masyarakat. Pendekatan
utama yang dikembangkan adalah integra-
si kebijakan di sektor pendidikan, investasi,
dan kewirausahaan. Seluruh kebijakan dan
program yang dikembangkan menjadi sara-
na konsolidasi potensi sekaligus upaya untuk
mengenali berbagai persoalan dan tantan-
gan yang terus berkembang secara dinamis.

Ada tiga negara di dunia yang berhasil men-
jadikan sektor industri kreatif sebagai salah
satu kontributor utama terhadap PDB, yaitu
Amerika Serikat (11,12% PDB), Thailand (9,5%
PDB), dan Korea Selatan (8,67% PDB).¢ Di ta-
hun 2008, Thailand telah mengekspor pro-
duk industri kreatif dengan nilai mencapai
US$ 13 milyar. Thailand menghasilkan lebih
dari 1 triliun baht (sekitar 360 triliun rupiah)
dan mempekerjakan 875 ribu tenaga kerja di
sektor tersebut. Pada tahun 2008, satu orang
pekerja kreatif Thailand menghasilkan lebih
dari 411 juta rupiah per tahun, sementara
di Indonesia pada tahun 2013, satu orang
pekerja kreatif menghasilkan sekitar 54 juta
rupiah per tahun, jauh lebih rendah diband-
ingkan Thailand. Kinerja Sektor UKM Thai-
land juga merupakan salah satu yang terbaik
di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.

6 Thailand’s Creative Industries Contribute 10% of

the Nation’s GDP. Diakses dari http://www.academia.
edu/3527256/Thailand_s_Creative_Industries_Contrib-
ute_10_of_the_Nation_s_GDP



Ibu Hj. Siti Masrifah sedang
menjawab pertanyaan dari
anggota KADIN Thailand
perihal produk kesehatan di
Indonesia

Beberapa poin yang mengemuka dari telaah mengenai pengalaman
Thailand adalah:

1.
Thailand telah mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup
besar untuk mempromosikan MEA. Ada sekitar 30 institusi
yang terlibat dalam upaya tersebut. Indonesia dalam hal ini
perlu  mengkoordinasikan unsur-unsur yang terlibat dalam
menyosialisasikan MEA dan merancang tupoksi yang jelas bagi
institusi/divisi terkait.

2.

Thailand sudah memperkenalkan MEA pada anak-anak usia sekolah
dasar,antaralainmelaluifilmpendekataupuniklanlayanansosial.Selain
itu, dalam menyambut MEA, Thailand bukan hanya memperkenalkan
konsep integrasi regional, tapi juga mendorong masyarakat
untuk lebih mengenal budaya negara-negara ASEAN lainnya.
Murid sekolah di Thailand juga dianjurkan untuk mempelajari bahasa
salah satu negara ASEAN. Minat warga Thailand untuk mempelajari
Bahasa Indonesia sangatlah besar, karena mereka mengincar pasar
Indonesia. Hal ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Indonesia,
terutama berkaitan dengan pengenalan budaya dan bahasa.

3.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam
mempromosikan MEA perlu diberdayakan. Sektor industri kreatif
merupakan salah satu unggulan bagi Thailand. Thailand termasuk
dalam 20 negara pengekspor produk kreatif terbesar, dan satu-
satunya negara ASEAN yang termasuk didalamnya. Dukungan
pemerintah Thailand terhadap industri kreatif diwujudkan dengan
didirikannya Thailand Creative Design Center (TCDC) sebagai pusat
informasi desain yang sangat komprehensif.



4.

Basis data dan informasi merup kan aset penting dalam menghadapi
MEA. Masyarakat harus memiliki akses yang luas terhadap informasi,
baik mengenai konsep MEA, kesempatan, dan tantangan yang akan
dihadapi.

5.

Sesuai dengan fungsinya, DPR dapat menyusun, mengalokasikan
dana, dan mengawasi jalannya proses sosialisasi MEA dengan men-
gadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam resolusi AIPA, yaitu
menekankan pentingnya semangat wirausaha dan pengembangan
sektor ekonomi kreatif sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan
ujung tombak peningkatan daya saing nasional.
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Atas:

Situasi Pertemuan Delegasi BKSAP DPR Rl dengan Mas-
yarakat Indonesia di Ruang Pertemuan Kedutaan Besar Rl
untuk Bangkok

Bawah:

Delegasi BKSAP DPR Rl sedang mendapatkan pengarahan
dari Pihak Manajemen TCDC
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Atas: Bawah:
Delegasi BKSAP DPR Rl sedang melakukan peninjauan ke Foto Bersama Delegasi BKSAP DPR Rl dengan Direktur
AEC Information Center Pusat Informasi AEC, Vitat Vajropala
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Belajar dari industri kreatif
di Tiongkok

Industri kreatif adalah mesin penggerak
ekonomi yang penting nilainya di Tiongkok.
Industri ini mampu meningkatkan kapasitas

inovasi dan dianggap sebagai modal
pertumbuhan ekonomi masa depan.
Tiongkok  merupakan mitra  penting

ASEAN. Sejak 1996, Tiongkok menjadi
mitra dialog permanen ASEAN; dan
pada 2003, hubungan ASEAN-Tiongkok
telah  ditingkatkan menjadi  kemitraan
strategis. Hubungan ASEAN-Tiongkok telah
menghasilkan banyak pencapaian nyata
yang memberikan manfaat bagi masyarakat
di kedua kawasan.

Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok
telah  menjadi negara  berkembang
terbesar dengan pertumbuhan ekonomi
yang kuat dan mampu bertahan dari
dampak pelemahan ekonomi global.
BKSAP menyadari pentingnya DPR RI
untuk mengamati strategi yang dijalankan
Tiongkok dalam mengembangkan industri
kreatifnya agar mampu bersaing di pasar
global. Hasil yang didapatkan menjadi
rekomendasi  bagi Indonesia  dalam
meningkatkan kapasitas industri kreatifnya
sekaligus menyambut implementasi MEA.

Beberapa pihak yang diidentifikasi sebagai
pendorongutamaindustrikreatifdiTiongkok
antara lain Kementerian Kebudayaan;
Administrasi Negara untuk Pers, Publikasi,
Radio, Film dan Televisi (SAPPRFT); Wali
Kota Beijing; Kamar Dagang dan Industri;
serta Komisi Reformasi dan Pembangunan
Parlemen Tiongkok.

Berdasarkan data Badan Statistik Tiongkok,
sebagaimana dimuat dalam “Statistik
Industri Budaya Tiongkok Tahun 2012
terdapat perkembangan yang luar biasa
pada industri budaya negara ini. Dalam

kurun waktu 2003 sampai 2013, produksi
industri budaya Tiongkok tumbuh hingga 60
kalilipat, darihanya 30 miliar Yuan pada 2003
menjadi 1.807 triliun Yuan, berkontribusi
3,84% terhadap PDB. Di Tiongkok, “industri
budaya” merujuk pada konsep internasional
yang dikenal sebagai “industri kreatif”.

Pada tahun 2014, Media Journal Publishing
China mengidentifikasi perkembangan tren
industri budaya Tiongkok pada periode
2012-2013. Lembaga Pers, Publikasi, Radio,
Film dan Televisi (SAPPRFT) Tiongkok
menyatakan bahwa pendapatan operasional
penerbitan, percetakan dan pelayanan
distribusi nasional telah mencapai 1.663
miliar Yuan pada tahun 2012, 14 % lebih
tinggi dibandingkan tahun 2011.

Industri  film Tiongkok telah mencapai
pendapatan box office lebih dari 21 miliar
RMB pada tahun 2013. Ada 61 film Tiongkok
dan film asing yang pendapatan box office-
nya telah melampaui tingkat 100 Juta Yuan,
hampir 3 kali lebih banyak dibandingkan
tahun 2012. Diantara film blockbuster
tersebut, 34 adalah film Tiongkok dan 27
film impor. Industri kreatif Tiongkok juga
berorientasi pada modernisasi, high-end
dan pengembangan lintas media. Teknologi
jaringan, 3D, mobile dan virtual telah
menjadi bagian dari sektor industri kreatif.

Agar dapat menopang perekonomian
nasional, industri kreatif membutuhkan
dukungan sistem jasa keuangan vyang
memadai. Investasi industri  budaya
Tiongkok telah mencapai 500 miliar Yuan
padatahun 2012. Perkiraan volume investasi
pada tahun 2016 adalah 1,2 triliun Yuan.
Industri perbankan Tiongkok juga telah
berupaya untuk memberikan pelayanan
keuangan untuk industri kreatif. Industri

7 Media Journal Publishing China, 2014
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Ku njungan Delegasi
CCPIT (the China Council
for the Promotion of
International Trade)

kreatif Tiongkok ditargetkan untuk menjadi
industri bertaraf internasional yang lebih
kompetitif.

Selain menikmati kemajuan ekonomi yang
positif dari industri kreatif, Tiongkok juga
menghadapi berbagai tantangan, antara
lain: lemahnya penegakan hukum untuk
melindungi  hak kekayaan intelektual;
kurangnya SDM kreatif; kurangnya strategi
pemasaran; dan ketidakpastian situasi
ekonomi global”.
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Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari
pengalaman RRT adalah:

1.

Terkait peran National Peoples Congress (NPC)
untuk pengembangan industri kreatif, ada tiga
langkah yang ditekankan yaitu menyediakan

perangkat  hukum, pengawasan  khusus
terhadap industri kreatif dan kepastian hukum
guna menjamin  pengembangan indsutri

kreatif. Strategi memajukan industri kreatif juga
dilaksanakan dengan perbaikan lingkungan,
perbaikan birokrasi dan perbaikan hukum.

2.
Pemerintah  Tiongkok menaruh perhatian
besar terhadap penyusunan UU terkait

pengembangan industri film. Tiongkok juga
secararutin mengirim sineas-sineas berbakatnya
ke luar negeri untuk mendalami industri film.

3.
Tiongkok membatasi jumlah film impor,
yaitu maksimal 25% dari total film yang

sedang beredar dan maksimal 15% dari total
waktu tayang film-film yang tengah diputar.
SAPPRFT  juga menggarisbawahi  bahwa
peningkatan kualitas film domestik dapat
mengurangi minat penonton terhadap film
impor.

4.

Pemerintah  Tiongkok  telah ~ menyusun
sejumlah kebijakan untuk mengembangkan
UMKM, antara lain melalui pelayanan izin
usaha yang cepat (sekitar satu hari), peri-
nganan persyaratan pendirian kelompok usaha,
dan pengurangan pajak sampai skala tertentu.
Namun, perusahaan-perusahaan besar masih
belum memberikan perhatian terhadap UMKM.

5.
China Council for the Promotion
ofinternational Trade (CCPIT) menempatkan

Singapura sebagai rekan bisnis strategis di
kawasan karena Singapura dinilai mampu
menyediakan mekanisme pembiayaan yang
lebih memadai. Kesiapan lembaga-lembaga
perbankan di Indonesia dalam menghadapi
MEA juga perlu ditelusuri dengan seksama.
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Ibu Dr. Nurhayati Ali Assegaf, ketua delegasi
memberikan paparan kepada Wakil Direktur
SAPPRFT
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A.
Infrastruktur

8 Logistic Performance Index - Global Ranking
2014. Diakses dari http://lpi.worldbank.org/
international/global

Berdasarkan data Logistic Performance Index (LPl) yang
dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia menempati posisi
ke-53 indeks infrastruktur dunia.t LPI merupakan salah satu
cara untuk mengukur indeks daya saing kinerja logistik
dan performa rantai supply.

Indeks  tersebut mempertimbangkan indikator-
indikator yang meliputi: (1) efisiensi kepabeanan dan
pemeriksaan perbatasan, (2) kualitas infrastruktur
perdagangan dan transportasi, (3) kemudahan dalam
melakukan pengangkutan dan pengiriman internasional,
(4) kompetensi jasa logistik, dan (5) kesesuaian waktu
(timelines) pengiriman dengan schedule yang ditetapkan.

Posisi Indonesia saat ini masih di bawah negara-negara
ASEAN lainnya yaitu Singapura di peringkat 5, Malaysia
di peringkat 25, Thailand di peringkat 35, dan Vietnam di



peringkat 48. Sistem logistik Indonesia saat ini
mengakibatkan biaya logistik yang cukup besar
mencapai 24 persen dari Produk Domestik Bru-
to (PDB) di tahun 2014.

Apabila dikaitkan dengan industri kreatif, salah
satu sub-sektor ekonomi kreatif yang tengah
booming saat ini adalah industri digital. Dalam
hal ini patut dipertimbangkan ketersediaan in-
frastrukturtelekomunikasi, informasi, dan komu-
nikasi yang mendukung industri kreatif berbasis
digital.

Tidak dipungkiri industri kreatif seperti pem-
buatan dan pengembangan aplikasi komputer
membutuhkan konektivitas internet dan akses
data skala besar. Selain itu ketersediaan ruang/
kreatif bersama (creative co-working space)
yang dapat membantu start-up UMKM industri
kreatif yang umumnya memiliki keterbatasan
modal. Selain ketersediaan akses untuk ruang
bekerja dan berusaha, akses untuk fasilitas pen-
dukung lainnya layak untuk dipertimbangkan.
Penjaminan ketersediaan akses terhadap fasili-
tas pendukung peningkatan pengetahuan dan
teknologi baru seperti perpustakaan.

Selain infrastruktur teknologi informasi yang
belum memadai, pengembangan industri
kreatif juga terkendala infrastruktur gedung
pertunjukan yang belum memenuhi standar,
mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti
lunak penghasil produk dan jasa kreatif,
kurangnya riset konten, dan kurangnya aktivitas
pengarsipan konten.

Masih terjadinya disparitas
antara urban dan rural, maupun antara
kawasan barat dan timur Indonesia masih
menjadi tantangan tersendiri. Pemerataan
pembangunan yang menghindari pendekatan
urban sentris menjadi hal mutlak. Dengan

pembangunan
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adanya pemerataan pembangunan, peluang
pemberdayaan kemajemukan lokal dapat
dimaksimalkan sehingga dapat memperkuat
fondasi ekonomi nasional. Ketersediaan jalan
raya yang menghubungkan daerah-daerah
termasuk daerah perbatasan guna menjamin
kelancaran transportasi barang dan jasa
antarwilayah, dan meningkatkan peluang
ekspor ke negara tetangga.

Selain itu, akses transportasi tentu mendukung
kelancaran lalu lintas bahan baku usaha,
menurunkan biaya logistik, dan dapat menekan
biayaproduksiyangbermuarapadapeningkatan
keunggulan kompetitif industri kreatif di daerah.
Pemerataan = pembangunan  berpengaruh
positif pula bagi konektifitas infrastruktur,
terutama konektifitas infrastruktur darat dan laut
guna mendukung visi pengembangan wilayah
berbasis kemaritiman.
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B.
Sumber Daya

Salah satu kendala terbesar pengembangan

industri  kreatif Indonesia adalah belum
optimalnya pengembangan sumber daya
baik sumber daya alam maupun sumber daya
manusia. Sementara industri kreatif merupakan
industri yang dinamis dan menuntut inovasi
berkelanjutan  sehingga  masalah  SDM,
kelangkaan bahan baku, kesenjangan antara
pendidikan dan industri, serta standardisasi
dan sertifikasi yang belum baik akan sangat
menghambat pengembangannya.

Implementasi  MEA  dapat memunculkan
tindakan eksploitasi dalam skala besar
terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh
perusahaan asing yang masuk ke Indonesia
sebagai negara yang memiliki jumlah sumber
daya alam melimpah dibandingkan negara-
negara lainnya.

Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi
yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak
ekosistem di Indonesia. Untuk itu penting ada-
nya penguatan regulasi investasi dalam rangka
proteksi serta menjaga kondisi alam termasuk
ketersediaan sumber daya alam yang ada untuk
mencegah terjadinya exploitation risks.

Dari sisi sumber daya manusia, masalah yang
dihadapi adalah rendahnya kualitas SDM
industri kreatif. Selain itu, untuk usaha kreatif
turun temurun yang mengandalkan generasi
berikutnya sebagai penerus usaha, seperti
misalnya pada industri kerajinan perak di desa
Celuk Tabanan Bali, regenerasi SDM yang masih
lambat menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja
terampil di sektor tertentu, pemberdayaan
tenaga kerja UMKM industri kreatif dilakukan
melalui pengembangan keterampilan yang
mengasah kemampuan inovasi. Mengirimkan
tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan secara
berkala belum menjadi budaya bagi UMKM di
Indonesia. Selain sosialisasi, diperlukan pula
dukungan kesempatan pelatihan sebagai
insentif baik bagi pemilik UMKM maupun bagi
tenaga kerja untuk mengikuti workshop bagi
peningkatan keterampilan mereka.

Dalam  meningkatkan daya saing dan
profesionalitas SDM dalam negeri, pendidikan
menjadikunciutama.Pendidikanyangmengarah
pada pengembangan nilai-nilai kewirausahaan,
pelestarian budaya, penguatan inovasi, keahlian
manajerial modern, dan keahlian dasar bisnis.

Selain itu, diharapkan pula adanya regulasi
ketenagakerjaan yang menjamin kesetaraan

perlakuan antara SDM lokal dan asing
terutama dalam  hal penggajian  yang
setaraf untuk bidang dan level pekerjaan

yang sama.

Meningkatkan kualitas SDM harus diarahkan
pula pada penguasaan iptek untuk menopang
kegiatan UKM dan ekonomi kreatif agar
lebih  kompetitif. Pemenuhan SDM yang
berkualitas dan unggul, karena menguasaiiptek,
akan berpengaruh terhadap struktur industri
di masa depan. Dan apabila sasaran di atas
bisa dipenuhi, akan semakin kuat basis industri
yang sedang dibangun dan dikembangkan
di Indonesia, yang pada gilirannya akan
mendorong transformasi struktur ekonomi
secara lebih cepat.

Di sisi lain, dalam menghadapi MEA, cara
bekerja birokrasi harus berubah. Program
Reformasi Birokrasi di Indonesia perlu terus
ditingkatkan dengan cara pandang competitive
and representative government, dalam rangka
pembenahan paradigma aparatur birokrasi agar
mampu bersiap dan bersaing menghadapi dan
merespons transformasi ekonomi kawasan.
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Pembiayaan/Pendanaan
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Permodalan dan akses sumber pembiayaan
masih menjadi kendala bagi pengembangan
UMKM. Minimnya akses pembiayaan pelaku
industri kreatif, terutama disebabkan karena
belum sesuainya skema pembiayaan dengan
karakteristik industri kreatif yang umumnya
belum bankable, high risk high return, cash
flow yang fluktuatif, serta aset yang bersifat in-
tangible.

Skema pembiayaan yang tersedia saat ini, sep-
erti Kredit Usaha Rakyat (KUR), masih dirasa
mematok bunga yang tinggi dan memberatkan
pelaku usaha. Selain itu, banyak start-up UMKM
kreatif yang sebenarnya memiliki potensi un-
tuk berkembang pada akhirnya tidak bankable
karena tidak memenuhi syarat pengajuan kredit
perbankan seperti kelayakan usaha dan agunan,
performa akun bank tiga bulan terakhir, serta
lama waktu berbisnis.

Keterbatasan agunan dapat disiasati dengan

mengajukan pembiayaan melalui Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) baik LKM bank maupun

non-bank. Namun pembiayaan melalui LKM
memberatkan pengusaha yang baru merintis
usaha karena umumnya biaya atas pinjaman
lebih tinggi dari tingkat bunga yang diterapkan
lembaga perbankan.

Dalam hal ini DPR Rl dapat berperan dalam
membentuk perangkat kebijakan yang menja-
min perluasan akses dan inklusi terhadap per-
modalan berbiaya rendah.
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D.
Perangkat Hukum

Salah satu efek dari menguatnya peran
pemerintah daerah menyusul transformasi
Indonesia dari era sentralisasi menuju
desentralisasi adalah keleluasaan pemerintah
daerah (sub-nasional) untuk mengeluarkan
regulasi dan aturan-aturan tersendiri.

Hal ini menimbulkan kerancuan perundang-
undangan dan ketidak jelasan mengenai peran
serta tanggung jawab pemerintah daerah dan
pemerintah pusat terutama terkait pencatatan
dan perizinan aktivitas usaha. Ketidakjelasan
hanya akan menimbulkan keraguan investor dan
memperburuk iklim investasi di Indonesia.

Selain itu terdapat permasalahan hukum di
Indonesia, dimana belum semua perjanjian
internasional ditingkat ~ ASEAN dapat
diterjemahkan ke dalam produk hukum
nasional. Perangkat hukum yang ada pun belum
mampu mengikuti dinamika situasi di Indonesia
yang saat ini berbeda dengan masa Komunitas
ASEAN pertama kali digagas.



Selain minimnya kebijakan yang terintegrasi,
upaya pengembangan potensi industri kreatif
juga terkendala persoalan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI). Saat ini perlindungan terhadap
daya kreasi dan kearifan lokal melalui regulasi
yang menjamin kemudahan pendaftaran paten
dan pendaftaran merek dagang belum optimal
dilaksanakan.

Terkait hal tersebut, DPR Rl sedang melakukan
pembahasan RUU tentang Mer